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I. Pendahuluan 

 

Dalam Penagihan utang piutang perusahaan yang ada di indonesia yang telah jatuh tempo. [1] 

Perusahaan akan menggunakan beberapa cara dalam penagihan tersebut yaitu memberikan 

sanksi kepada debitur. Memberikan sebuah sanksi bisa berupa peringatan yang tegas kepada 

debitur. Hal tersebut dilakukan agar para debitur dapat melunasi hutangnya. [2] 

 

Perusahaan dalam penagihan utang piutang tersebut juga menggunakan cara melakukan 

tindakan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan karena sanksi yang telah diberikan kepada 

perusahaan tersebut dihiraukan debitur.[3] Karena itu perusahaan melakukan tindakan hukum 

tersebut kepada debitur. Tindakan hukum tersebut yakni mengajukan gugatan atau 

menggunakan jasa kolektor untuk menagih debitur.[4] 

 

Penagihan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap debitur dilakukan dengan memberi sanksi 

dan tindak hukum. Tujuan dari penagihan tersebut dilakukan agar debitur segera membayar 

utang tersebut. Maka ketika debitur tidak segera membayar utang tersebut diberikan sebuah 

surat peringatan agar membayar. Tapi jika surat tersebut diabaikan maka akan dilakukan 

sebuah tindak hukum terhadap debitur. Karena utang piutang tersebut telah jatuh tempo pada 

waktu yang diperjanjikan. Hal ini berdasar pada Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.[5] 

 

Penelitian ini dibuat agar mengetahui lebih dalam tentang penagihan utang piutang yang 

dilakukan oleh perusahaan.[6] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman 

tentang penagihan utang piutang yang dilakukan perusahaan.[7] Pada penelitian yang saya buat 

ini mengandung isu hukum. Karena saya sebagai penulis juga ingin mengetahui tentang 

penagihan utang piutang saat jatuh tempo. 

 

Pada dasarnya, ketika seorang debitur berhutang maka dia wajib untuk membayar hutangnya 

tersebut tepat waktu. Karena jika sudah jatuh tempo dan belum dibayar maka hal tersebut 

sangat merugikan bagi kreditur. Hal itu terjadi karena adanya sebuah anggapan kalau debitur 

mengalami sebuah kepailitan. Maka dari itu adanya sebuah sanksi atau tindakan hukum bagi 

debitur yang tidak membayar hutang.[8] 

 

Rumusan Masalah : Tinjauan hukum tentang kewajiban perusahaan dalam menagih utang 

piutang yang jatuh tempo di Indonesia 

 

Pertanyaan Penelitian : Bagaimana perusahaan dapat menangani kasus-kasus penagihan utang 

piutang yang jatuh tempo yang kompleks, seperti ketika debitur telah berpailit atau keluar dari 

bisnis? 

 

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12 https://sdgs.un.org/goals/goal12 

 

II. Metode Penelitian 

 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui 

pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini mengacu pada peraturan Undang-undang No. 

37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian 

ini juga menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan dari beberapa sumber yaitu seperti 

buku, jurnal, dan artikel ilmiah. 

https://sdgs.un.org/goals/goal12


III. Jadwal Penelitian 

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.  

No. Tahap dan Kegiatan Penelitian 
Waktu (Bulan) 

1 2 3 4 5 6 

1. Persiapan Menyusun Proposal            

2. Pengumpulan Data   

 

        

 
Mengumpulkan Data Primer 

dan Sekunder 
          

3. Pengolahan dan Analisis Data         

4. Penyusunan Laporan         

5. Dan Lain-lain         

Gambar 1. Jadwal penelitian 
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